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Sebelas Maret. 
  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlunya penerapan prinsip 
transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan BLUD dan penerapan 
prinsip transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan  BLUD. Penelitian 
hukum normatif ini bersifat prespektif atau terapan. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan 
bahwa prinsip transparan perlu diterapkan dalam pengelolaan keuangan BLUD 
karena masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara perlu 
mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan pemerintahannya, selanjutnya 
prinsip akuntabel perlu diterapkan dalam pengelolaan keuangan BLUD karena 
peraturan perundang-undangan mengamanatkan bahwa seluruh keuangan 
pemerintah dikelola dengan berpedoman pada prinsip transparan dan akuntabel. 
Pengelolaan keuangan BLUD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan 
daerah sehingga dalam pengelolaan keuangannya berpedoman pada prinsip-
prinsip transparan dan akuntabel dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58  Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman teknis mengenai 
pengelolaan keuangan BLUD diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
BLUD yang telah menerapkan prinsip-prinsip transparan dan akuntabel di 
dalamnya.   
 







Maura Presty Dewayani. E0014257. 2018. THE ANALYSIS OF 
TRANSPARENCY AND ACCOUNTABLE PRINCIPLES IN THE 
FINANCIAL MANAGEMENT OF REGIONAL PUBLIC SERVICES 
AGENCY TO REALIZED THE GOOD GOVERNANC. Facultyof Law, Sebelas 
Maret  University, Surakarta. 
 
This study aims to analyzed the need to apply transparent and accountable 
principles in financial management of BLUD and to know the application of 
transparent and accountable principles in financial management of BLUD. This 
normative legal research is perspective or applied. The data collection technique 
was used literature research. The results of this study explain that transparent 
principles need to be applied in financial management of BLUDs because the 
people as the highest sovereign holders in the country need to know how the 
management of their government finances, then accountable principles need to be 
applied in the financial management of BLUD because the legislation mandates 
all government financial was managed on transparent and accountable 
principles. BLUD's financial management is part of the regional financial 
management so that its financial management is guided by transparent and 
accountable principles in Government Regulation Number 58 of 2005 on 
Regional Financial Management. The technical guidance on BLUD financial 
management is further stipulated by the Minister of Home Affairs Regulation 
Number 61 of 2007 on the Technical Guidelines for Financial Management of 
BLUD that has applied transparent and accountable principles in it. 
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